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KEMENTERIAN KEUANGAN. Perjalanan Dinas
Luar Negeri.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/PMK.05/2010
TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang

a. bahwa pemberian biaya untuk perjalanan dinas ke, dari,

dan di luar negeri telah diatur dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 155273/BSD tentang Pemberian Biaya
Untuk Perjalanan Dinas Ke/Dari dan Di Luar Negeri
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182460/BSD dan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor  SE-
01/MK/1/4/1972 tentang Penyesuaian Penggolongan dan
Tarif Uang Harian Pgjabat Yang Melakukan Perjalanan
Dinas Luar Negeri;

. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya

Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, perlu
mengatur kembali ketentuan yang mendasari pemberian
biaya untuk perjalanan dinas ke, dari, dan di luar negeri
untuk disesuaikan dengan kaedah pengelolaan keuangan

negara;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.225

Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagi Pgabat Negara, Pegawal Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang

Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
820);

. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1980 tentang Uang

Representasi Bagi Misi/Delegasi;

. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisass  Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Instruks Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;

Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-
206/M.Sesneg/Setmen/04/2008 tentang Perjalanan Dinas
Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presden, Ketua
dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
Gubernur, Bupati/Walikota, dan pgabat lain yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.

2. Pegawa Negeri adalah Pegawa Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesa

(Polri).

3. Pegawa Tidak Tetap adalah pegawa yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administras sesuai dengan kebutuhan dan
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10.

11.

12.

13.

kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak
berkedudukan sebagal Pegawai Negeri.

Pgabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran aau pegabat yang diberi wewenang oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut
Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler
Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan
memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik
Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisas
Internasional.

Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di
dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri.

Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerja/kantor
beradadi luar negeri.

Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di luar
negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/atau ke tempat tujuan di luar
negeri.

Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas
di luar negeri.

Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan
dinas di dalam negeri.

Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di
luar negeri.

Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah
di dalam negeri.

Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas,
adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk
kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke
Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar
Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam
Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di
Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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14. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar
negeri.

15. Moda Transportass adalah aat angkutan yang digunakan dalam
melaksanakan Perjalanan Dinas.

16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

17. BiayaRiil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
sesual kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

19. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah
surat perintah kepada Pegabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak
Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

20. Pihak Lain adalah orang selain Pgabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawal Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan
Dinas.

Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya
untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan:

a. memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja Kementerian Negara/Lembaga; dan

b. berdasarkan SPPD.
Pasal 4
(1) Perjalanan Dinasterdiri atas:
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.

(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a memerlukan surat tugas dan surat izin.

(3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b memerlukan surat keputusan pindah.


http://www.djpp.depkumham.go.id

